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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan manusia, merupakan masalah global yang menjadi 

perhatian serius di berbagai tingkat, termasuk global, internasional, dan 

nasional Indonesia. Secara global, perdagangan manusia adalah kejahatan 

transnasional yang terus terjadi dengan berbagai modus, seperti eksploitasi 

kerja paksa, prostitusi, dan tindak kejahatan lainnya yang merendahkan 

martabat korban.
1
  

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan paling serius 

terhadap kemanusiaan diera globalisasi saat ini. Kejahatan ini tidak hanya 

melanggar hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga memanfaatkan 

kelemahan individu untuk keuntungan ekonomi yang tidak sesuai. 

Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, telah menarik 

perhatian internasional karena dampaknya yang merusak terhadap hak 

setiap manusia dan masyarakat sosial.
2
 

Hak Asasi Manusia internasional sendiri diumumkan oleh Majelis 

Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu pada Universal 

Declaration of Human Rights (UNDHR) atau yang lebih dikenal di 

Indonesia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 

Pada Pasal 1 DUHAM, mengakui bahwa semua orang mempunyai 

                                                           
1
 Rosmala Dewi, 2024, Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, hlm. 27 
2
 Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm.1 
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martabat yang sama. Hal ini memastikan bahwa setiap orang, dimanapun 

mereka berada baik di negara mereka sendiri atau di negara orang lain, 

memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat berdasarkan martabat dan 

hak-hak dasar mereka.
3
 

Di Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A 

sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) secara menyeluruh dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “menetapkan hak-hak 

dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, hak beragama, dan hak untuk diperlakukan secara 

setara di hadapan hukum”.
4
  

Menurut Protokol United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (UNTOC) yang diratifikasi Indonesia 

melalui UU No. 5 Tahun 2009, perdagangan orang didefinisikan sebagai 

perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan individu melalui ancaman, 

pemaksaan, atau penipuan untuk eksploitasi. Di Indonesia, kasus ini 

meningkat tajam, dengan data Kementerian Hukum dan HAM mencatat 

ribuan korban perempuan dan anak setiap tahun, menuntut analisis yuridis 

                                                           
3
 Zulfi Imran, 2019, Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif 

Islam, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, hlm. 25 
4
 Detikedu, Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia, Diakses 

Pada 13 September 2025, 16:45 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia
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mendalam terhadap penerapan United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime yang selanjutnya disingkat UNTOC.
5
 

UNTOC melalui Palermo Protocol menetapkan tiga unsur utama 

tindak pidana perdagangan orang, tindakan (act), cara (means), dan tujuan 

(purpose), yang menjadi dasar normatif pidana di Indonesia di UU No. 21 

Tahun 2007. Analisis yuridis menunjukkan tidak konsisten dengan KUHP 

nasional, menyebabkan kesulitan penegakan hukum seperti pada Putusan 

PN Tangerang No. 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang hanya menghukum 5 

tahun penjara.
6
 

Indonesia sebagai salah satu negara produsen korban perdagangan 

perempuan dan anak, mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia, 

khususnya WNI yang dijadikan korban di negara tetangga seperti 

Myanmar dan Kamboja Contohnya, di Kamboja tercatat kasus 

perdagangan orang yang menimpa WNI dengan modus penipuan kerja 

serta eksploitasi dalam kegiatan illegal seperti scam online yang 

melibatkan perempuan sebagai korban.
7
 

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia menghadapi 

kendala berat dalam menangani perdagangan orang. Menurut data dari 

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) Indonesia, jumlah kasus 

                                                           
5
 Nurmalia Ihsana, Dina Dwi Anggraini, 2025, Analisis Hukum Tindak Pidana 

Perdagangan Orang di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 

663/Pid.Sus/2023/ PN TJK), Iblam Law Review, Vol. 5, No. 2. 
6
 S. R. Sianturi, 2023, Hukum Pidana Khusus, Ahaem Patehaem, Jakarta, hlm. 145 

7
 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2023, Laporan Kasus Perdagangan WNI 

di Kamboja, Jakarta, hlm. 1-2 
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perdagangan manusia semakin meningkat setiap tahunnya, Berikut 

datanya: 

Tabel 1 Jumlaj Korban Perdagangan Orang 

Periode Jumlah Korban Demografi 

Utama 

Modus Eksploitasi 

2005-2010 3.701 90% perempuan, 

10% laki-laki 

Kerja paksa, 

eksploitasi seksual 

2005-2014 6.651 Mayoritas 

perempuan dan 

anak 

Pekerja rumah 

tangga, perikanan 

2020-2022 80.000 + migran 

bermasalah (90% 

korban TPPO) 

Pekerja migran 

ilegal 

Perekrutan illegal, 

dokumen palsu 

2023 168 korban 

terindentifikasi 

98 WNI di luar 

negri (Malaysia, 

Arab Saudi, 

Kamboja) 

Cyber scan, kerja 

paksa 

 

Sumber: data dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) 

pada tahun 2005-2010 mencapai 3.701 korban, yaitu 90% perempuan dan 

10% laki-laki dengan modus eksploitasi kerja paksa, eksploitasi seksua.
8
 

Pada tahun 2005-2014 korban 6.651, yaitu mayoritas perempuan dan anak, 

dengan modus pekerja rumah tangga, perikanan.
9
 Tahun 2020-2022 80.000 

+ migran bermasalah (90% korban TPPO, yaitu pekerja migran ilegal, 

                                                           
8
 Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran dari Indonesia - 

MIGRANTCARE.NET, Diakses pada 13 Desember 2025, 19:39 
9
 Ayu Sintia, 2022, Bantuan IOM Kepada Pemerintahan Indonesia Dalam 

Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, 

Perlindungan, Penuntutan) Tahun 2018-2022, Bandar Lampung, UNILA, hlm. 4 

https://migrantcare.net/2017/01/perdagangan-manusia-dan-pekerja-migran-dari-indonesia/
https://migrantcare.net/2017/01/perdagangan-manusia-dan-pekerja-migran-dari-indonesia/
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dengan modus perekrutan ilegal, dokumen palsu.
10

 Pada tahun 2023 168 

korban terindentifikasi, yaitu 98 WNI di luar negri (Malaysia, Arab Saudi, 

Kamboja), dengan modus cyber scan, kerja paksa.
11

 

Menurut Laporan U.S. Departemant of State 2024, pemerintah 

Indonesia menyelidiki 1.061 kasus perdagangan manusia pada tahun 2023, 

berikut datanya: 

Tabel 2 Jumlah Kasus Perdagangan Orang 

No Jumlah Kasus Kasusnya 

1 370 Perdagangan Seks 

2 603 Kerja Pakksa 

3 88 Perdagangan Manusia Lainnya yang 

Belum Diindentifikasi 

Sumber: Laporan U.S. Departemant of State 2024 

Dari jumlah tersebut, 370 kasus melibatkan perdagangan seks, 603 kasus 

melibatkan kerja paksa, dan 88 kasus melibatkan bentuk perdagangan 

manusia lainnya yang belum diidentifikasi.
12

 

  Perempuan sebagai yang paling banyak terkena, menghadapi 

risiko yang lebih besar untuk menjadi korban perdagangan manusia akibat 

berbagai faktor struktural, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, 

akses terbatas terhadap pendidikan, dan kurangnya peluang ekonomi. 

Situasi ini diperparah oleh sistem patriarki yang masih mendominasi 

masyarakat, yang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah dan 

                                                           
10

 Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di 

Indonesia, Diakses pada 13 Desember 2025, 19:57 
11

 Ibid 
12

 U.S. Departemant of State, 2024, Trafficking in Persons Report 2024: Indonesiai, 

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington, hlm. 2 

https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/
https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/
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membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dalam berbagai 

bentuk.
13

 

 Perdagangan manusia semakin diperparah karena jaringan 

perdagangan manusia beroperasi melintasi batas negara, memanfaatkan 

kelemahan sistem perbatasan dan perbedaan peraturan antar negara. 

Indonesia, berada di lokasi yang geografisnya yang strategis di Asia 

Tenggara, berada sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam rantai 

perdagangan manusia regional.
14

  

Sebagian besar permasalahan tentang perdagangan manusia di 

Indonesia lebih berfokus pada aspek hukum nasional, khususnya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang 

Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (UU PTPPO), tanpa 

menggabungkan secara mendalam sudut pandang dari keputusan hukum 

internasional. 
15

 

Permasalahan ini membahas penerapan Undang-Undang tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) atau 

membandingkannya dengan hukum internasional, seperti United Nations 

                                                           
13

 Debora Kartikasari, 2010, Trafficking: Dimensi, Instrumen Internasional dan 

Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23 
14

 Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum 

Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45 
15

 Neni Nuraeni & Dedi kania, 2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 

1, hlm. 132 
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Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), namun 

kurang memperhatikan sudut pandang internasional.
16

  

karena fokus penegakan hukum di Indonesia masih terpusat pada 

pemahaman dan implementasi Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam 

pelaksanaannya, banyak aparat penegak hukum, seperti kepolisian, yang 

belum memahami atau menangani kasus TPPO dengan perspektif yang 

tepat, sehingga pengaduan korban sering dianggap bukan TPPO 

melainkan masalah lain seperti penipuan atau pelanggaran pekerja 

migran. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi lemah dan tidak 

berpihak pada korban, serta hukuman yang dijatuhkan sering kali ringan 

dan kurang memberikan ganti rugi bagi korban.
17

 

Perdagangan orang tetap menjadi ancaman serius di Indonesia, 

terutama dalam pengiriman pekerja migran Indonesia yang selanjutnya 

disingkat menjadi (PMI) ke luar negeri seperti Jepang, dengan kasus M. 

Akbar Gusnawan menyoroti kegagalan penegakan hukum. Studi kasus ini 

mengungkap perekrutan ilegal PMI yang berujung eksploitasi, memicu 

analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan 

Protokol Palermo (UNTOC). 

                                                           
16

 Niken Yustirani, 2020, Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jurnal 

Reschtsvinding, Vol. 9, No. 1, hlm. 30 
17

 Publishing, 2025, Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang 

dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, Indonesia Journal of Law and 

Justice, Vol. 2, No. 3, P. 5-7 
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Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah pekerja migran 

yang besar sering menghadapi berbagai permasalahan terkait perdagangan 

orang. Salah satu kasus yang menonjol adalah pemulangan ratusan WNI 

dari Myanmar yang menjadi korban eksploitasi oleh jaringan penipuan 

daring internasional. Kasus ini menunjukkan adanya praktik perekrutan 

ilegal yang memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan 

gaji tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai 

kelemahan dalam sistem perlindungan pekerja migran serta pengawasan 

terhadap praktik perekrutan tenaga kerja. Selain itu, kasus ini juga 

menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi dalam bentuk 

eksploitasi tenaga kerja konvensional, tetapi juga berkembang dalam 

bentuk eksploitasi digital seperti praktik penipuan daring.
18

 

Dari kasus diatas dapat diketahui jika perdagangan manusia atau 

human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional 

yang paling keji dan merendahkan martabat manusia. Dalam beberapa 

tahun terakhir, perhatian dunia tertuju pada kasus Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang menjadi korban perdagangan manusia di kawasan 

Asia Tenggara.  

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran berat 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak pidana ini tidak hanya 

melanggar hak dasar korban atas kebebasan, tetapi juga mengabaikan hak 

atas perlindungan, keamanan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, 

                                                           
18

 Luthvi Febryka Nola, 2023, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang pada Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2  
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diperjual belikan atau dieksploitasi 

menjadi korban dari suatu kejahatan transnasional yang sistematis 

dan terorganisir.
19

 

Tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 UU TPPO 

mencakup rekrutmen, pengangkutan, atau penerimaan orang dengan 

ancaman, paksaan, atau penipuan untuk eksploitasi, selaras dengan 

UNTOC Pasal 3 yang meratifikasi Indonesia sejak 2009. Dalam kasus 

Gusnawan, bentuknya adalah eksploitasi tenaga kerja migran, di mana 

korban dikenai biaya ilegal Rp50-70 juta per orang.
20

 

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Menurut United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime (UNTOC) & Upaya Penanggulangannya (Studi 

Kasus Pemulangan 554 WNI di Mynmar)” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar 

belakang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak perdagangan orang 

menurut United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime (UNTOC)? 

                                                           
19

 Fakultas Hukum Universitas Nasional, https://www.hukumonline.com/berita/a/94-

persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037, Diakse 

Pada 14 Juli 2025, 10:59 
20

 Hikmahanto Juwana, 2022, Hukum Pidana Khusus TPPO, Kompas, Jakarta, hlm. 

112 

https://www.hukumonline.com/berita/a/94-persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037
https://www.hukumonline.com/berita/a/94-persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037
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2.  Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus Pemulangan 554 WNI di 

Mynmar menurut tindakan yang berlaku di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis aturan-aturan tentang penegak terjadinya perdagangan 

orang menurut United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime (UNTOC), dalam menangani human trafficking. 

2. Menganalisis penyelesaian kasuspemulangan 554 wni di Mynmar 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif 

dilakukan dengan inventarisasi hukum positif, terhadap asas dan 

doktrin hukum, penelitian hukum.
21

 

2. Sumber data 

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau 

buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data 

sekunder tersebut meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

                                                           
21

 Suratman & Philips Daillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Cetakan 

Kedua, Bandung, hlm. 54 
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2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)  

5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

6) Protokol Palermo  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, 

makalah-makalah ilmiah yang ada kaitanya dengan penelitian dan 

literatur lainnya.
22

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

meliputi kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
23

 

3. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh 

melalui studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dikaji.
24

 

4. Analisis data 

                                                           
22

 Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106 
23

 Suratman & Philips Daillah, Op Cit, hlm. 67 
24

 Ibid, hlm. 86 
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Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali 

dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan 

permasalahan.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Persada, Jakarta, 

hlm. 113 
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